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PENGAJUAN NPSN BARU
(diisi dengan huruf kapital)

FomulirAl-1

l. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah :

ldentitas Sekolah

a. Nama Sekolah

b. Alamat

c. Jenjang Sekolah

d. Status Sekolah

e. Propinsi

f. Kabupaten/Kota

g. Kecamatan

h. Kelurahan

i. Email

lll. Legalitas Sekolah

a. No. SK/lzin Pendirian Sekolah

b. Tanggal

c. No. SK,/lzin Operasional Sekolah

d. Tanggal
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Keterangan:

1. Harap rnelengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Ketemngan Pendirian Sekolah & Operasional S€lolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.

5. jika mengalanri kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email :

6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OI-AHRAGA

Jln. lend. A. Yani N0. 15 Telp. 2L5L4-21863
Fax. (0385) 21863 KODE POS 86511 RUTENG

KEPUTUSAN

KEPAI.A DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OI.AH RAGA

KABUPATEN MANGGAMI
NOMOR : Din. PPO.420 I 2083 I xt l20LL

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPEMSIONAL PENYELENGGARMN

PROGMM PENDIDIIGN ANAK USIA DINI (PAUD)
NON FORMAL KEPADA LEMBAGA PAUD VIRGO

KELUMHAN GOLO DUKAL KECAMATAN I.ANGKE REMBONG KABUPATEN MANGGARAI

Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya
pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai
dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian
rangsangan pendidikan untuk membantu peftumbuhan dan
perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan

dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan Berdirinya
Satuan Lembaga PAUD, maka perlu izin operasional
penyelenggaranya dari Pemerintah;
Sesuai butir a dan b tersebut di atas, maka perlu memberikan
izin operasional kepada Lembaga PAUD Virgo Kel. Golo Dukal
Kec. Langke Rembong Kabupaten Manggarai untuk
menyelenggarakan program PAUD Non Formal.

1. Undang- Undang DasarTahun L945;
2. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun t979 tentang

Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang

Standar Nasiona! Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun

2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai

Nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;

8. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 6 tentang Tugas
Poko( Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan,Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Manggarai.

Mengingat :



Memperhatikan :

Menetapkan

PERTAMA

Nama Lembaga
Alamat

- Kelurahan
- Kecamatan
- Kabupaten
Bentuk Program

KEDUA

KETIGA

KFEMPAT

Tembusan :

1. Direktur PAUD Kemendiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas PPO Provinsi NTT di Kupang
3. Kepala UPT PPNFI Provinsi NTT di Kupang

1. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990
tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan
Anak;

2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI
Nomor 05U 0 I 2001 tenta ng Pem bentu ka n Pendidi kan
Anak Dini Usia.

MEMUTUSI(AN :

Memberikan lzin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD) kepada :

PAUD Virgo
Taga
Golo Dukal
Langke Rembong
Manggarai
PAUD Non FormAI
1. Kelompok Bermain (KB)
2. Satuan PAUD Sejenis (SPS)

3. Pos PAUD
4. Taman Penitipan Anak (PA)

Izin Operasional Penyelenggaraan tersebut terhitung mulai tanggal
29 November 2011 s.d 29 November 20L6.

Tugas dan Kewajiban Pengelola Satuan Lembaga PAUD :

1. Bertugas Menyelenggarakan Program PAUD Non Formal untuk
memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak usia dini sesuai
kondisi setempat;

2. Dalam menyelenggarakan kegiatan wajib mentaati
segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan Juknis
Penyelenggaraan PAUD Non Formal.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di: Ruteng
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